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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan 

yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi 

gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-

laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Sejarah perbedaan gender 

(GenderDifferences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui 

proses yang sangat panjang, oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan 

gender disebabkan banyak hal diantaranya, dibentuk, disosialisasi, diperkuat 

bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural baik melalui ajaran keagamaan 

maupun negara. 

Sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah 

bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan gender dianggap 

dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya 

masyarakat sering menganggap bahwa „kodrat wanita’ adalah mendidik anak, 

merawat anak, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga.  

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan 

ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, 

maupun terutama kaum perempuan. Ketidak adilan gender terwujud dalam 

berbagai bentuk ketidakadian, seperti marginalisasi atau proses 

pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

urusan politik, pembentukan sterotip atau pelabelan negatif, kekerasan 

(Violence). Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (Burden). Rika 

Saraswati (2006:14-15). 
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Pada kenyataanya selama lebih dari enam puluh tahun usia Republik 

Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan Hak Asasi 

Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak 

kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu fenomena paling 

krusial saat ini. 

Banyak perempuan korban tindak kekerasan yang tutup mulut,tidak mau 

bercerita pada siapapun tentang penderitaan yang dirasakannya. Ini dikarenakan 

jika mereka mengadukan apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk 

memperoleh kekerasan yang berikutnya, dan jika apabila kasus tersebut 

terungkap, akan membawa dampak psikis karena aibnya telah diketahui oleh 

banyak orang. Hal ini akan mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin 

memendam penderitaannya. 

Sebenarnya perempuan itu diletakkan pada posisi yang tinggi, ungkapan-

ungkapan yang menunjukkan penghargaan terhadap perempuan sebetulnya sudah 

sering kita dengar, seperti “Ibu Negara”, “Surga di telapak kaki Ibu”, “Ibu 

Kota”, “Wanita tiang Negara” dan pepatah adat Jawa “Sedhumuk bathuk senyari 

bumi den lakoni taker pati pecahing dada utahing ludiro” dan sebuah kenyataan 

bahwa kita semua juga pernah hidup kurang lebih 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) 

hari dalam rahim perempuan, dengan berbagai ungkapan itu menunjukkan betapa 

kita bangsa Indonesia itu sangat menghargai perempuan dengan hak-haknya, akan 

tetapi pada kenyataanya perempuan direndahkan martabatnya, terjadinya 

perbuatan tidak adil baik disengaja maupun tidak, menempatkan perempuan 

dalam posisi tidak setara (Inequal) dalam berbagai bidang. 



 

 

Dengan adanya ketidak adilan dalam persoalan pembagian peran gender 

tersebut, maka menimbulkan berbagai upaya untuk merubah bahkan 

menghilangkan pembagian peran gender yang merugikan perempuan atau yang 

diskriminatif itu. Diseluruh dunia terjadi perubahan, perempuan dan mereka yang 

membela perempuan, akan terus bergerak meminta perubahan sampai tidak terjadi 

lagi ketidakadilan gender, apalagi kekerasan terhadap perempuan yang mana 

sebagian besar berakar pada diskriminasi ketidakadilan gender tersebut. 

 Wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam menanggapi masalah 

diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap perempuan) dibuktikan 

dengan adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia 

merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam konvensi ini dengan 

meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita. 

Keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini mewajibkan 

segala unsur dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk 

melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 

artinya tidak boleh ada lagi perlakuan pembedaan dan jika sebelumnya ada, hal itu 

harus segera dihilangkan atau diubah menjadi tidak diskriminatif. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan 

perlindungan terhadap kaum perempuan belum juga membawa hasil. Hal itu 

disebabkan karena belum diimplementasikan secara maksimal, bahkan akhir-akhir 



 

 

ini wacana yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan semakin 

banyak ditemukan diberbagai media, baik media massa ataupun media 

elektronika. Kekerasan itu tidak hanya terjadi diluar rumah, namun kekerasan itu 

terjadi di dalam rumah tangga. 

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan fisik, 

psikologis, ekonomi dan seksual. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan 

akibat tindak kekerasan terhadap perempuan sepeerti dipukul dan ditampar. 

Kekerasan psikologis yang dilakukan suami berupa main perempuan,suami sering 

mabuk, berkata-kata tidak senonoh, mengancam akan membunuh. 

Sedangkan kekerasan ekonomi berupa suami tidak memberikan nafkah 

lahir, merampas penghasilan istri dan menggunakannya untuk pekerjaan yang 

tidak bertanggung jawab, menjual barang-barang istri, baik harta bawaan maupun 

harta bersama.tanpa persetujuan istri. Sedangkan kekerasan seksual antara lain, 

suami mempunyai kelainan seksual, dan perkosaan. Dengan berbagai macam jenis 

tindak kekerasan terhadap perempuan yang berada di masyarakat, tetap saja pihak 

perempuan yang selalu menjadi korban.  

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dibutuhkan kerja sama 

dari berbagai pihak. Pihak yang terkait dalam kasus kekerasan terhadap 

perempuan meliputi aparat penegak hukum, unsur medis, masyarakat, maupun 

relawan pendamping yang nantinya diharapkan mampu untuk membantu 

menyelesaikan kasus terhadap perempuan. 

Perempuan korban kekerasan sebagian besar memerlukan pendamping 

yang bisa mengerti dan melindungi serta mampu membantu mereka dalam 



 

 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam melaksanakan tugasnya, 

sebagai relawan pendamping untuk membantu upaya penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dan 

memuaskan semua pihak, karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh 

pihak relawan pendamping. Hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu 

mendapatkan perhatian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dan 

membahasnya dalam proposal yang berjudul : Peranan Jaringan Perlindungan 

Perempuan (Jppa) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di 

Kota Medan. 

Alasan dipilihnya judul tersebut secara rinci adalah : 1. Tindak kekerasan 

terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara      

optimal melalui berbagai upaya baik secara Preventif ataupun Represif; dan 2. 

JPPA KOTA MEDAN sebagai wadah perlindungan perempuan korban kekerasan 

sudah sepatutnya memberikan dan mengupayakan segala kemampuan dalam 

tugasnya sebagai relawan pendamping untuk membantu menyelesaikan persoalan-

persoalan yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan. 

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan harus ditangani, 

ditanggulangi dan diwaspadai melalui berbagai upaya oleh JPPA Kota Medan 

sebagai tenaga relawan pendamping. Sudah sepatutnya JPPA Kota Medan dalam 

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melibatkan berbagai pihak 

dengan menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, 

Hakim), Rumah Sakit dan masyarakat luas dalam memberikan informasi atau 



 

 

masukan yang bermanfaat bagi kemajuan dalam menangani kasus kekerasan 

terhadap perempuan di Kota Medan. 

 

B. Identifikasi  

Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin 

memprihatinkan, dimana kaum perempuan membutuhkan perlindungan dari pihak 

lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. 

Kaum perempuan korban kekerasan membutuhkan perhatian yang lebih dari 

orang yang mampu mengerti dan memahami keadaannya.  

Dalam membantu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan 

dibutuhkan pendamping atau relawan. Akan tetapi pada kenyataanya relawan 

pendamping dalam membantu menyelesaikan masalah korban kekerasan terhadap 

perempuan jauh dari memuaskan, hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala 

yang dihadapi oleh relawan pendamping. 

Dari uraian maka identifikasi masalah penelitian ini adalah: 

a. Upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh JPPA di 

Kota Medan. 

b. Proses penanganan kasus kekerasan kekerasan terhadap perempuan oleh 

JPPA di Kota Medan. 

c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA dalam menangani kasus   

kekerasan terhadap perempuan. 

 

 



 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam 

masalah upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota medan, 

akan tetapi penanganannya jauh dari memuaskan. Hal ini dikarenakan kendala-

kendala yang dihadapi pihak JPPA diantaranya: kurangnya fasilitas, kurangnya 

personil dan tenaga profesional serta tanggapan dari pihak lain yang masih 

minimal. Kasus terhadap perempuan di Kota Medan kurang mendapat perhatian 

dan dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan yang sangat 

memprihatinkan. 

Namun demikian penelitian ini hanya membatasi pada upaya-upaya yang 

dilakukan oleh JPPA dalam mendampingi korban kasus kekerasan terhadap 

perempuan serta kendala-kendala yang menghambat dalam upaya dan proses 

penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. 

D. Perumusan permasalahan 

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, secara khusus 

peneliti ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana  

Kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus 

tindak kekerasan terhadap perempuan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam 

menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. 

 



 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain: 

1. Bersifat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti 

lain yang akan mengadakan penelitian yang sejenis.  Dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang hukum pidana, khususnya mengenai penanganan JPPA terhadap tindak 

kekerasan perempuan, sehingga permasalahan tersebut tidak semakin 

memprihatinkan. 

Diperoleh gambaran tentang peran yang telah dilakukan JPPA Kota 

Medan dalam usahanya menangani kasus tindak kekerasan terhadap 

perempuan. Dapat menunjukkan proses penanganan yang dilakukan oleh 

JPPA Kota Medan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan. 

Untuk memberikan gambaran kendala-kendala yang dihadapi oleh 

JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap 

perempuan tersebut. 

2.   Bersifat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam meningkatkan dan 

memperbaiki kinerja JPPA dalam penanganan kasus tindak kekerasan 

terhadap perempuan. 

 

 

 



 

 

G. Sistematika  

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian proposal ini, maka 

dapat ditulis dalam  sistematika penulisan yaitu sebagai berikut: 

Penulis akan menguraikan hasil penelaahan kerangka teoritik yang erat 

kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan yang dilakukan 

oleh JPPA yang dimulai dari Pengertian JPPA Kota Medan, Tugas Pokok JPPA, 

Tindak Kekerasan, Kekerasan terhadap Perempuan, serta Upaya Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. 

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang upaya-upaya yang 

dilakukan oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan 

terhadap perempuan, serta kendala-kendala yang menghambat dalam menangani 

kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Peranan JPPA 

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diterapkan 

dimiliki oleh orang atau lembaga yang berkedudukan dalam masyarakat. 

Dalam kapasitasnya sebagai Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, 

JPPA memiliki status artinya kedudukan JPPA menyebabkan adanya hak-hak 

dan kewajiban. Hak merupakan wewenang untuk berbuat sedangkan 

kewajiban merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Kedudukan merupakan 

posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang terbagi menjadi 3 

tingkatan: (1) Yang mungkin tinggi; (2) Sedang-sedang saja; dan (3) Rendah 

(Soekanto 2004 : 20). 

Dari kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang 

berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu, yang menimbulkan adanya 

peranan. Peranan itu sendiri dibagi menjadi 4 yaitu: (1) Peranan yang ideal 

(ideal role); (2) Peranan yang seharusnya (expected role);(3) Peranan yang 

dianggap ole diri sendiri (perceived role); dan (4) Peranan yang sebenarnya 

dilakukan (actual role) (Soekanto 2004 : 20). 

Bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak-pihak 

lain, kedua peranan tersebut dapat berfungsi apabila seseorang berhubungan 

dengan pihak lain (role sector) dengan fokus utamanya adalah dinamika 
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masyarakat. Sedangkan peranan yang sebenarnya berasal dari diri 

pribadi.Penggunaan perspektif peranan mempunyai keuntungan diantaranya, 

lebih mudah membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi 

prosesual, serta lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta 

tanggung jawabnya daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang 

cenderung bersifat konsumtif. 

Disini personel JPPA sebagai pemegang peranan (role occupant) 

melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam skripsi 

ini penulis hanya menggunakan peranan ideal dan peranan yang seharusnya. 

Peranan ideal tercantum dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan 

Republik Indonesia ,Tanggal 11 September 2003, Perihal : Panduan Umum 

Focal Point dan Pokja PUG (Pengurus Utama gender). Dimana secara tegas 

diharapkan bahwa dalam rangka melaksanakan Pengurus Utama Gender 

(PUG) perlu dilakukan berbagai upaya. 

2. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) 

JPPA adalah singkatan dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan 

Anak. JPPA merupakan wahana paritipatif, tempat berhimpunnya mereka 

yang peduli dan para pemerhati permasalahan perempuan dan anak. Yang 

pengurusnya terdiri dari berbagai elemen baik pemerintah, Perguruan Tinggi, 

Organisasi Wanita, LSM, maupun individu untuk bersama-sama mengkaji 

menganalisa permasalahan perempuan dan anak demi menegakkan panji-

panji keadilan. 



 

 

Terbentuknya JPPA di Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan republik Indonesia Tanggal 11 September 2003, 

Perihal : Panduan Umum Focal Point dan Pokja PUG (Pengarus Utamaan 

gender). Dimana secara tegas diharapkan bahwa dalam rangka melaksanakan 

Pengurus Utama Gender (PUG) perlu dilakukan berbagai upaya. 

Dalam hal ini upaya yang dirintis Kota Medan adalah membentuk 

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dan disyahkan melalui 

surat  tentang: Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di 

Kota Medan. 

3.  Tugas Pokok JPPA 

Dalam menghadapi tantangan dan peluang jangka panjang yang jauh 

ke depan, maka visi program pembangunan pemberdayaan perempuan 

dirumuskan sebagai berikut: Terwujudnya kesetaraan gender (dan 

perlindungan anak) dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan 

bernegara. 

Sedangkan visi Kelembagaan Pemberdayan Perempuan adalah: 

kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam 

kehidupan berkeluarga,  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik 

indonesia  Nomor B. 110/Mei/PP/Dep.III/2003, Tanggal 11September 2003, 

tugas yang harus dilakukan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan menggalakkan 

sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender. 



 

 

2. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan 

dan  menegakkan hak asasi manusia bagi perempuan. 

3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. 

4. Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi. 

5. Meningkatkan mental spiritual, pelaku hidup dengan dasar 

penghyatan dan pengamalan Pancasila. 

6. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan kepekaan masyarakat 

terhadap  Perlindungan Perempuan dan Anak, melalui pelayanan 

dan penyuluhan hukum untuk memantapkan sistem perlindungan 

hukum bagi masyarakat khususnya Perempuan dan Anak. 

7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya 

Perempuan dan Anak dengan berbagai kegiatan pelatihan, 

penyuluhan dan ketrampilan. 

8. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pendataan masalah yang 

dihadapi dan potensi yang dimiliki Perempuan dan Anak, 

mengoptimalkan potensi dan pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Untuk mengatasi masalah Perempuan dan Anak. 

4. Tindak Kekerasan 

1. Pengertian Tindak Kekerasan 

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “membuat orang pingsan atau tidak 

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Yang dimaksud 

dengan “kekerasan” atau yang biasa diterjemahkan dari “violence”. Violence 



 

 

berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “lotus” 

(yang berasal dari ferre, membawa) yang berarti membawa kekuatan. Jadi 

intinya kekerasan adalah penyebab adanya perbedan antara yang aktual dan 

potensial, antara apa yang mungkin dan memang ada.  

Tingkat realisasi potensial ialah apa yang memang mungkin 

direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan 

yang sudah dicapai pada jamannya. Contohnya melukai atau membunuh yang 

dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau tidak, berlangsung cepat 

atau lambat merupakan tindak kekerasan.Menurut para ahli “kekerasan” yang 

dipergunakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik atau 

phsikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu 

merupakan kejahatan.  

Bertitik tolak dari definisi tersebut tampak bahwa kekerasan 

(violence) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus 

bertentangan dengan UU, baik berupa ancaman saja atau merupakan suatu 

tindakan nyata dan memilih akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda 

atau fisik atau bahkan sampai mengakibatkan kematian pada seseorang. 

Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi 

terjadinya cidera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya 

merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang 

diperbolehkan,sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat 

biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang 



 

 

dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu 

masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi. 

2. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Kekerasan 

Mengutip pendapat Edy Ikhsan menurut Hemat saya (2001:2) 

menunjukkan lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan, yaitu adanya 

orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan 

jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan 

mental pada orang-seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya 

perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.  

Sub-kebudayaan kekerasan (sub-culture of violence) yang ada di 

dalam masyarakat sendiri atau dengan perkataan lain, kejahatan-kejahatan 

dengan kekerasan adalah bagian tidak terpisahkan dari unsure-unsur sub-

kebudayaan tertentu. Berkembangnya norma-norma yang mengijinkan dan 

mendukung kekerasan merupakan bagian dari unsur-unsur sub-kebudayaan di 

atas, nampaknya semakin bersemi jika ditambah oleh pengkondisian oleh 

struktur-struktur dalam masyarakat. 

Pola-pola hubungan social-ekonomi yang menampilkan ciri-ciri 

dominasi dan ketidak adilan melalui proses-proses sosial yang kompleks 

dapat menimbulkan sikap dan prilaku yang merupakan reaksi atas struktur-

struktur demikian. Sub-kebudayaan kekerasan dapat didasari oleh struktur-

struktur serupa itu, dan pada gilirannya keseluruhan aspek dan unsur sub 

kebudayaan tersebut, terutama nilai-nilai dan norma-normanya, mewarnai 

struktur-struktur dalam masyarakat. 



 

 

3. Pola-pola kekerasan 

Mengenai pola-pola kekerasan mengemukakan adanya empat kategori 

yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni : 

a. Kekerasan Legal 

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, 

misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun 

kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya : sport-sport agresif 

tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri. 

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi 

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat 

dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan 

seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial. 

c. Kekerasan rasional 

Beberapa bentuk kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada 

sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks 

kejahatan. Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini, bahwa orang-

orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu 

dalam kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu lintas 

narkotika, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai 

hasrat lebih daripada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. 

d. Kekerasan yang tidak berperasaan (“irrational violence”) 

Yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa 

memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal 



 

 

oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang 

dinamakan “raw violence” yang merupakan ekspresi langsung dari 

gangguan pshikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya. 

4. Bentuk-bentuk Kekerasan 

Bentuk –bentuk kekerasan membagi menjadi 6 dimensi penting dari 

kekerasan yaitu sebagai berikut: 

a. Kekerasan fisik 

b. Ekonomi; dan 

c. Psikologi  

5.  Teori Kekerasan 

Maraknya kekerasan terhadap perempuan menjadi rangkaian kata-kata 

yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis 

ditengah-tengah masyarakat modern yang dibangun diatas prinsip rasionalitas 

dan demokrasi yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak 

kekerasan tetapi justru budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak 

terpisahkan. Dewasa ini kita banyak menyaksikan berbagai tindak 

kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, perkosaan, pengniayaan yang 

seluruhnya ada dalam wadah kekerasan. 

Namun semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu perkawinan”. 

Kemudian pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju, 

menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang 

dengan senjata. Kekerasan ini dapat berhenti jika si perempuan lari dari 



 

 

rumah atau si laki-laki sadar apa yang dilakukan, atau salah seorang dibawa 

ke rumah sakit. 

Pada tahap bulan madu, laki-laki sering menyesali 

tindakannya. Penyesalannya berupa rayuan dan berjanji tidak akan 

melakukannya lagi. Bahkan, tidak jarang laki-laki menunjukkan sikap 

mesra dan menghadiahkan sesuatu. Kalau sudah begitu, perempuan 

menjadi luluh dan memaafkannya karena dia masih berharap hal 

tersebut tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya mengapa perempuan 

tetap memilih bertahan meski menjadi korban kekerasan karena pada 

tahap bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. 

Namun kemudian tahap ini pudar dan ketegangan muncul lagi, terjadi 

tahap kedua munculnya ketegangan dan kekerasan, selanjutnya terjadi 

bulan madu kembali (Rika Saraswati, 2006:32). 

 

Setiap tanggal 25 November, masyarakat dunia memperingati hari 

Internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disambut 

dengan cepat oleh pemerintahan indonesia, dengan menerbitkan Undang-

Undang no.23 Tahun 2004 yang disandarkan pada deklarasi PBB tentang 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 20 Desember 1998 

dan ditandatanganinya konfrensi Internasional tentang anti kekerasan 

terhadap perempuan pada awal maret 2000. 

Adanya Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah mempunyai 

harapan-harapan yang antara lain: 

1. Menginginkan warga negaranya mendapatkan rasa aman dan 

bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

2. Menginginkan penghapusan segala bentuk kekerasan terutama 

kekerasan dalam rumah tangga, sebab segala bentuk kekerasan 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 

terhadap martabat manusia. 

3. Menginginkan semua penduduknya khususnya pada perempuan 

harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau 

masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman 



 

 

kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

derajat manusia. 

4. Menginginkan terjaminnya perlindungan untuk perlindungan 

untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dengan sistem 

hukum yang ada di Indonesia. Untuk mewujudkan apa yang 

diinginkan oleh pemerintah, telah merumuskan kebijakan 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 

menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang 

kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi 

dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan gender serta 

menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitive geender. 

 

Realita yang terjadi di masyarakat, ternyata masih ada banyak kasus 

kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap rumah tangga adalah 

karena tidak adanya perlindungan oleh negara, masyarakat maupun keluarga. 

Ini adalah akibat dari tidak adanya pemahaman yang jelas tentang hak-hak 

dan kewajiban negara, masyarakat, ataupun anggota keluarga. Kekerasan 

terhadap perempuan juga disebabkan oleh kecenderungan perilaku yang 

muncul masih menganggap perempuan sebagi “konco wingking”. Perempuan 

harus dalam posisi “nrimo” dalam bentuk sikap dan perilaku pasrah yang 

diterimanya sebagai bentuk pengabdiannya, termasuk pasrah jika terjadi 

kekerasan terhadapnya. 

5. Kekerasan terhadap Perempuan 

1. Pengertian Kekerasan pada Perempuan 

Pada pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadapn Perempuan 

disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan 

adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat 

atau mungkin berakibat sengsara atau penderitaan perempuan secara fisik, 

seksual atau pshikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan 



 

 

atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di 

depan umum atau di dalam kehidupan pribadi. 

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, Harkristuti 

Harkrisnowo mengutip Schuler mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan 

sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena 

mereka perempuan (any violent act perpetrated on women because they are 

women). 

2. Faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya kekerasan 

terhadap perempuan. 

Berikut ini dikemukakan teori-teori yang dipergunakan dalam 

mendiskripsikan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu: 

a. Teori Sub Budaya yang dikemukakan oleh M. Wolfgang dan F. Ferracuti.                               

Asumsi yang dikemukan Wolfgang ini berlaku pada perilaku 

kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Umumnya bentuk kekerasan 

yang ditawarkan Wolfgang ini terjadi pada masyarakat (didasarkan pada 

struktur dan pola hubungan sosial ekonomi) yang menampilkan ciri 

dominasi dan ketidakadilan melalui proses social yang kompleks, sehingga 

menimbulkan sikap dan prilaku yang mendukung pada kekerasan. Pada 

masyarakat berbudaya tertentu , kekerasan terhadap perempuan secara 

umum disebabkan oleh kecenderungan prilaku yang muncul dalam budaya 

masyarakat tersebut yang masih menganggap perempuan sebagai 

“koncowingking”. Perempuan harus dalam posisi “nrimo” dalam bentuk 



 

 

sikap dan prilaku pasrah yang diterimanya sebagai bentuk pengabdiannya, 

termasuk pasrah jika terjadi kekerasan terhadapnya. 

b. Teori Kontrol Sosial 

Teori ini pada asasnya menjelaskan bahwa moralitas dan nilai-nilai 

susila merupakan varianel yang tersebar tidak merata diantara manusia 

berkaitan dengan pergaulan hidup maka akan terdapat empat unsur 

pengikat yang akan dikembangkan lebih lanjut: 

1) Attachment atau ikatan 

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, orang memiliki 

hubungan terikat dengan lingkungan sekitar dapat menimbulkan sinergi 

saling mendukung satu sama lain. Kuatnya kontrol lingkungan akan 

membatasi keinginan melakukan perbuatan menyimpang/tindak kekerasan 

terhadap perempuan. 

2) Commitment atau keterikatan dalam subsistem konvensional. 

Asumsi yang dikemukakan pada kemampuan seseoranguntuk 

selalu berusaha melakukan aksi/tindakan yang terbaik. Hal ini berkaitan 

dengan kesadaran untuk mempertimbangkan untung dan rugi dari perilaku 

konfirmitis. Kejahatan kekerasan yang ditimbulkan berkaitan dengan 

rendahnya subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisai 

yang kurang optimal. Asumsinya adalah seseorang dengan sendirinya akan 

memperoleh hadiah /award, uang, pengakuan bahkan status sosial bila 

semua subsistem konvensional berfungsi dengan baik. Dengan demikian 

peluang untuk melakukan kekerasan semakin kecil karena tingginya 



 

 

penghargaan terhadap dirinya sendiri yang diwujudkan dari subsistem 

konvensional. 

3) Involvement atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional 

Semakin senggang/luang waktu yang dimiliki seseorang maka 

semakin tinggi kecenderungannya untuk menimbulkan perilaku 

menyimpang/kekerasan. Reaksi positif lebih sering muncul pada perilaku 

seseorang yang menjaga diri dengan kualitas dan prestasi terbaik bagi 

dirinya. Produk yang unggul selalu mendapat tempat dimasyarakatnya 

dengan kedudukan dan penghargaan sesuai dengan tingkat keunggulannya. 

Hal ini disebabkan tingginya penghargaan terhadap peluang waktu 

senggang yang semakin pendek sehinnga seseorng menyadari betapa 

pentingnya pemanfaatan waktu secara optimal. Dengan demikian 

kemungkinan untuk melakukan perbuatan menyimpang/kekerasan 

semakin rendah frekuensinya. 

4) Beliefs atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-

nilai pergaulan hidup.  

Perilaku menyimpang/kekerasan terhadap perempuan tidak akan 

terjadi jika seseorang dibentengi oleh nilai-nilai ritual, ibadah, nilai-nilai 

kepercayaan, dan norma yang mengikat bagi dirinya. Kepercayaan dan 

keyakinan yang kuat selanjutnya dapat di pompa kedalam perilaku yang 

tertata baik oleh nilai moral dan agama. Kecenderungan untuk melakukan 

kekerasan semakin kecil akibat tingginya keyakinan dan kuatnya 



 

 

kesadaran yang diyakini seseorang unuk dapat melakukan perbuatan yang 

menyimpang. 

Berdasarkan asumsi diatas penulis setuju dengan teori control 

sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi ini. Asumsi Yang ditawarkan 

relevan dan argumentatif untuk mengurangi munculnya bentuk-bentuk 

perilaku kejahatan terhadap perempuan (Martha 2003:28-30). 

3. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan 

Bila dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan terhadap 

perempuan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, diantaranya: 

a. Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, 

tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan 

dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air 

panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini 

diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan kealat-alat seksual 

(payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemerkosaan). 

Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik, maka yang dinilai 

sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena 

kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh suatu 

episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga 

yang fatal. Banyak hal yang dapat dicermati dokter sebagai tanda-tanda 

adanya kekerasan. Pengamatan tersebut tidak hanya terdapat jenis perlukaan 



 

 

dan penyebab perlukaan, melainkan juga sikap/perilaku korban (istri) dan 

pengantarnya (suami). 

b. Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual 

terhadap perempuan, baik telah terjadi peretubuhan atau tidak, dan tanpa 

memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Pembedaan aspek fisik 

dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap 

perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik 

belaka. 

c. Kekerasan Psikologi 

Pada kekerasan psikologis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih 

menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk 

dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. 

Identifikasi akibat timbul pada kekerasan psikis sulit diukur. 

d. Kekerasan ekonomi 

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa atau 

melarang istri bekerja untuk memenui kebutuhan sehari-hari keluarga, serta 

tidak memberi uang belanja, mamakai/menghabiskan uang istri. 

Selanjutnya Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan ini 

juga merumuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan (pasal 2) 

yang harus dipahami tetapi pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Kekerasan secara fisik, seksual dan pshikologis yang terjadi dalam 

keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan 

kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan 

mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin 



 

 

perempuan dan praktek-praktek kekejaman radisional lain terhadap 

perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang 

berhubungan dengan eksploitasi. 

b. Kekerasan secara fisik, seksual dan pshikologis yang terjadi dalam 

masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan 

dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembagalembaga pendidikan 

dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. 

c. Kekerasan secara fisik, seksual dan pshikologis yang di lakukan atau 

dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan tersebut khususnya yang termasuk kekerasan seksual diatas 

telah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan kita (Rika 

Saraswita, 2009:18). 

 

4. Jenis-jenis Kekerasan terhadap Perempuan 

Terdapat tiga kriteria yang biasa digunakan dalam membuat 

kategorisasi jenis-jenis kekerasan berbasis gender, diantaranya:  

a. Kriteria Pertama: 

Kriteria kekerasan yang ditawarkan yaitu: 

1) Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata 

karena seksualitas dan jender mereka, seperti tindakan perkosaan, 

pembunuhan bayi perempuan dan perdagangan perempuan serta kejahatan 

seksual lainnya. Semua perbuatan kekerasan ini secara fundamental 

berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas 

perempuan dan perannya dalam hirarkhi sosial. 

2) Jenis tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian 

hubungannya dengan seorang laki-laki. Tindak kekerasan jenis ini dapat 

berupa kekerasan domestik, kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan 

kategori ini muncul akibat pemposisian perempuan sebagai pihak yang 

menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang pelindung laki-

laki, pertama ayahnya, kemudian suaminya. 



 

 

3) Jenis tindak kekerasan yang ditimpakan kepada seseorang perempuan 

kerena ia warga dari suatu etnis atas ras tertentu. Hal ini biasanya terjadi 

dalam perang, kerusuhan atau pertikaian antar kelas atau kasta. Perempuan 

dijadikan sarana penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, 

melukai ataupun memperkosa dan membunuh mereka. 

Praktek ini erat kaitannya dengan persepsi bahwa perempuan adalah 

milik (proverty) laki-laki menjadi musuh dari laki-laki lain, sehingga cara 

yang paling efektif menohok kelemahan lawan adalah dengan menyerang 

perempuan miliknya. 

b. Kriteria Kedua: Kriteria tempat terjadinya kekerasan  

Bila kriteria ini digunakan maka ada tiga wilayah utama tempat 

terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu: di dalam keluarga (domestic 

violence), dilingkungan komunitas dan tempat umum serta di tempat kerja. 

Kekerasan berbasis jender yang terjadi di wilayah yang disebut terakhir ini 

sering dikenal dengan nama non-domestic violence. 

c. Kriteria Ketiga: Kriteria pelaku kekerasan 

Berdasarkan kriteria ini dibedakan dua jenis kekerasan jender yang 

dilakukan oleh orang dekat yang dikenal dan yang dilakukan oleh pihak asing 

(strangers). Kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh negara atau 

pihak-pihak yang direstui oleh negara (state violence) termasuk dalam 

kategori yang kedua ini. 

Selain ketiga kriteria di atas, jenis-jenis kekerasan terhadap 

perempuan meliputi: 



 

 

1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal. 

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, 

antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercukup di sini 

penganiayaan terhadap istri, pada bekas istri, tunangan, anak kandung dan 

anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan 

oleh anggota keluarga. 

2) Kekerasan dalam area publik. 

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau 

personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, 

baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-

kerja domestic seperti pembantu rumah tangga), di tempat umum (bus, pasar, 

restoran, lembaga-lembaga pendidikan, publikasi atau produk dan praktek 

ekonomis yang meluas, misalnya pelacuran, maupun bentuk-bentuk lain). 

3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara 

Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, 

dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh Negara dimanapun terjadinya. 

Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran Hak asasi manusia dalam 

pertentangan antar kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang berkait 

dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan 

kekerasan paksa (Martha 2003 : 24). 

 

5. Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap  

Perempuan 

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menangani, penggarapan. 

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu 

proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh 



 

 

pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, 

nilai-nilai maupun hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam hal kejahatan-kejahatan kekerasan disarankan untuk 

membentuk komite (team) yang terintegrasi kedalam birokrasi penegak 

hukum yang terdiri dari ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan 

(psikologi, sosiologi, sosiologi hukum, antropologi, kriminologi, hukum 

pidana dan sebagainya) guna mengembangkan pendekatan interdisipliner 

terhadap kejahatan-kejahatan kekerasan dan merancang strategi pencegahan 

serta penanggulangannya, khususnya dalam hal prediksi “violence 

chronocity”, mendisain perangkat-perangkat violence-promotive (counter-

Therapeutic) dan violence-reducing (therapheutic). Rancangan tersebut akan 

merupakan masukan bagi birokrasi penegak hukum, baik dalam menentukan 

rencana atau pola dasar pencegahan kejahatan maupun dalam operasionalnya. 

Secara teoritis, usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan 

dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematik 

lingkungan, yang dapat mengurangi tahaptahap kekerasan dari orang-orang 

yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidak-tidaknya 

untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan 

aktual. 

Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mengijinkan atau 

mendukung kekerasan ke dalam norma dalam sistem budaya kita, adalah 

usaha tindak lanjut yang sungguhpun amat problematik, namun mau tidak 



 

 

mau harus di programkan guna mengurangi kejahatan-kejahatan dengan 

kekerasan.  

Berbagai tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa 

dampak pada beban fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. 

Maka masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini. 

Tindakan yang harus dilakukan, antara lain: 

a.Tindakan Preventif (tindakan pencegahan) 

b. Tindakan represif (penanggulangan) 

Selain itu sebagai suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi 

kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dapat 

digunakan kebijakan kriminal sebagai acuan atau dasar, dimana kebijakan 

kriminal menurut Sudarto memiliki 3 arti yaitu: dalam arti sempit, adalah 

sebagai keseluruhan asas atau metoda yang mendasar dari reaksi terhadap 

pelanggaran hukum yang berupa pidana.  

Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan dari fungsi aparatur 

penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja polisi dan pengadilan. 

Sedangkan dalam arti yang paling luas adalah sebagai keseluruhan kebijakan 

yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 

Kebijakan kriminal dalam melakukan perlindungan sosial dan 

penanggulangan kejahatan, hendaknya mempertimbangkan konteks dan 

bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan 



 

 

dalam lingkup rumah tangga merupakan kejahatan yang sedikit banyak terkait 

dengan konstruksi sosial kultural dalam masyarakat. Dalam kondisi yang 

demikian itu maka diperlukan kebijakan yang aktif dari penguasa dalam arti 

lebih besar intervensinya untuk melakukan upaya perlindungan korban 

perempuan dari segala kriminalitas yang terjadi. 

Kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu kejahatan yang 

sangat terkait dengan masalah struktural dalam masyarakat, maka upaya 

penanggulangan kekerasan terhadap perempuan hendaknya ditempuh baik 

melalui sarana penal maupun non penal, meliputi keseluruhan sistem hukum 

baik komponen struktural, kultural maupun substantif. 

Sebagai salah satu bagian dari metode penanggulangan kejahatan, 

maka sarana penal bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan dalam 

rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena masalah kejahatan tidak dapat 

dilepaskan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan. 

B. Kerangka Pikir 

Kekerasan terhadap perempuan yaitu : 

1.  Budaya patriakhis yang berkembang di masyarakat 

2. Pemahaman keliru tentang ajaran agama yang ditafsirkan bahwa laki-

laki menguasai perempuan 

Tugas Pokok JPPA Medan yaitu sebagai berikut : 

1. Melakukan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan yang 

berhubungan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak 



 

 

2. Merumuskan kegiatan JPPA Kota Medan. Melakukan monitoring dan 

evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penanganan tindak kekerasan 

terhadap perempuan oleh JPPA Kota Medan. 

1. Pendidikan dan latihan 

2. Unsur medis 

3. Penyadaran masyarakat 

4. Kerjasama dengan aparat penegak Hukum, LSM dan Ormas   

Faktor Internal yang dihadapi yaitu : 

1. kekurangan tenaga ahli yang professional di dalam JPPA 

2. Faktor keuangan mengandalkan dana dari APBD saja 

Semua persoalan diatas menyebabkan pemerintahan Kota Medan 

membentuk suatu jaringan perlindungan bagi perempuan dengan mengeluarkan 

Surat Keputusan Walikota tentang pembentukan Jaringan Perlindungan 

Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Medan bahwa tugas pokok jaringan 

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut yaitu melakukan 

pengkajian dan analisa terhadap permasalahan yang berhubungan dengan upaya 

perlindungan perempuan, merumuskan kegiatan Jaringan Perlindungan 

Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Medan, melakukan monitiring dan evaluasi 

atas pelaksanaan kegiatan. 

Pola pikir masyarakat yang berpihak pada laki-laki menyebabkan berbagai 

kebijakan dan perilaku yang mengorbankan perempuan sebagai makhluk sub-

ordinat, Banyak korban kekerasan berbasis gender yang tutup mulut. Perempuan 

korban kekerasan seperti tersebut sebenarnya sangat membutuhkan pihak lain, 



 

 

dimana korban bisa mengadukan apa yang dialaminya, mengumpulkan kembali 

tenaganya untuk kemudian bangkit dan berjuang merebut kembali hak-haknya. 

Dengan terbentuknya JPPA, penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap 

perempuan dilakukan melalui pendidikan dan latihan, penyadaran masyarakat, 

kerjasama dengan aparat penegak hukum, unsur medis, LSM dan Ormas.  

Walaupun begitu pihak JPPA banyak sekali menghadapi kendala-kendala 

antara lain faktor internal yaiu kurangnya tenaga ahli yang profesional di dalam 

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Selain itu sumber keuangan 

di JPPA hanya mengandalkan hanya dari APBD. Sedangkan faktor eksternalnya 

yaitu masih ada anggapan dari masyarakat bahwa korban tindak kekerasan masih 

dianggap tabu untuk diketahui pihak luar.  

Dengan terbentuknya Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) 

di kota medan ini, menandakan bahwa para pemerhati perempuan di dalam JPPA 

tersebut berupaya menangani kasus tersebut. Hal ini terdorong oleh suatu tugas 

dan tanggung jawabnya yaitu meningkatkan kesejahteraan perempuan. Dan 

terlindunginya Hak Asasi Manusia bagi perempuan. Jika tugas dan tanggung 

jawabnya telah tecapai berarti tugas pokok dari Jaringan Perlindungan Perempuan 

dan Anak (JPPA) sesuai surat keputusan tentang pembentukan Jaringan 

Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Medan yang telah tercapai. 

Kerjasama yang dilakukan oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan 

Anak (JPPA) dengan pihak lain dimungkinkan korban tindak kekerasan terhadap 

perempuan mendapatkan perlindungan serta menindak lanjuti kasus tersebut 

sampai pada tingkat Pengadilan, sehingga pelaku tindak kekerasan terhadap 



 

 

perempuan dapat ditindak tegas dan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan 

kesalahannya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah menggambarkan rencana metode yang akan 

digunakan dalam suatu penelitian. Dengan demikian, metode penelitian 

merupakam langkah yang pentintg dalam suatu penelitia. Seperti yang 

dikemukakan Arikunto (2006:160) 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam 

menggumpulkan data penelitiannya. Metodologi penelitian merupakan 

suatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya suatu penelitian 

ditentukan oleh ketetapan penelitian dalam memilih metodologi 

penelitiannya. 

 

Penelitian ini menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan 

kenyataan di lapangan.. Dengan dasar tersebut, maka penelitian mengunakan 

metode deskriptif, diharapkan mampu memberikan gambaran atau melukiskan 

keadaan atau objek penelitian berdasarkan pengamatan dilapangan. 

Metode penelitian adalah  merupakan unsur-unsur yang sangat penting 

melakukan penelitian sebab dengan metode yang digunakan sangat membantu 

peneliti untuk melakukan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif 

(pemaparan). Yaitu cara atau teknik penelitian yang memaparkan fakta secara 

jelas tentang gejala-gejala atau masalah yang ada pada suatu objek penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian di 

kantor Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) 
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B. Populasi dan Sampel 

Kegiatan  penelitian ini dilaksanakan untuk memahami suatu yang diteliti, 

maksudnya bahwa penelitian ini harus dapat menjelaskan sekumpulan obyek yang 

lengkap secara keseluruhan. 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan yang dapat dijadikan objek penelitian atau 

sebagai tempat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Populasi 

penelitian ini adalah Peranan jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri 

dari 100 orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan pengambilan sejumlah bagian dari populasi yang 

dianggap dapat mewakili dari seluruh anggota populasi. Sampel penelitian 

haruslah benar-benar mewakili seluruh populasi, atau sampel juga harus mampu 

memberikan keterangan yang diperlukan agar lebih dipercayai. 

Untuk menetukan jumlah sampel ini penulis berpedoman pada pendapat 

Arikunto (2002:112) “Untuk sekedar mengacak maka apabila subjeknya kurang 

dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi “. Sampel ditentukan dari jumlah populasi, dengan demikian sampel 

yang ditetapkan penelitian ini adalah 15 orang yang diambil secara acak sederhana 

(radom sampling). 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus. Penentuan focus suatu 

penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. 



 

 

Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus 

itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusieksklusi atau memasukkan 

mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong 

2002:62). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Upaya-upaya yang dilakukan JPPA dalam menangani kasus tindak 

kekerasan terhadap perempuan, dengan indikator: 

a. Pendidikan dan pelatihan 

b. Unsur medis 

c. Penyadaran masyarakat 

d. Kerjasama dengan Aparat Keamanan, LSM dan Ormas 

2. Proses penanganan yang dilakukan JPPA terhadap kasus tindak kekerasan 

perempuan.  

3. Kendala-kendala yang menghambat dalam upaya menangani kasus tindak 

kekerasan terhadap perempuan. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk alat pengumpulan data yang  dapat digunakan dalam penelitian ini   

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

   Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pengalaman dan peninjauan langsung oleh penulis ke lokasi penelitian untuk 

secara langsung oleh penulis ke lokasi penelitian untuk secara langsung situasi 

dan keadaan yang sebanarnya dan masalah yang akan diteliti. 



 

 

2. Angket 

Angket adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan jumlah pertanyaan berbentuk tertulis yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab secara tertulis. Angket dalam penelitian ini diberikan 

kepada objek.  

3. Wawancara 

  Wawancara yang dimaksud adalah komunikasi langsung antara peneliti 

langsung dengan objek peneliti. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan 

memperoleh data yang akurat sebagai pendukung data yang ada serta untuk 

memberi deskriftif- deskriftif penelitian. 

E. Teknis Analisis Data 

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisis data dengan langkah-

langkah yang digunakan dalam pengolahan data meliputi : 

1. Menghitung hasil penelitian frekuensi dari setiap alternative jawaban. 

2. Memasukkan hasil perhitungan frekuensi. 

3. Mengadakan analisis data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan. 

P =    x 100% 

 Keterangan :   

P = Persentase  pertanyaan yang dijawab 

               f = Frekuensi jawaban  responden 

               N= Jumlah Responden  



 

 

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

            Dalam hasil penelitian ini penulis akan menguraikan data-data yang 

diperoleh dilapangan melalui angket yang penulis berikan kepada seluruh 

komisioner di Pusat Kajian Perliandungan Anak Daerah Kota Medan. 

Adapun data hasil angket dapat dipilih pada table-tabel sebagai berikut: 

Table I 

Lamanya Responden Bekerja di PKPA Daerah Kota Medan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Lebih dari tiga 

tahun.  

b. Satu s/d dua 

tahun. 

c. Kurang dari satu 

tahun. 

8 

 

6 

 

1 

53,33 

 

40 

 

6,67 

 

 

15 

Jumlah 15 100 

Sumber : Jawaban Responden 

Table I menyatakan sebanyak 8 orang dengan presentase 53,33% 

responden telah mengabdikan dirinya bekerja lebih dari tiga tahun di PKPA 

Daerah Kota Medan. Ini berarti bahwa tingkat pengalaman bekerja yang 

diukur dari lamanya pengabdian seluruh komisioner yang ada di PKPA 
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Daerah Kota Medan sudah mempunyai pengalaman dibidang masalah 

perlindungan anak, dimana pengabdiannya terhadap masyarakat khususnya 

dalam menangani masalah anak-anak korban tindak kekerasan yang dapat 

dilihat dari tugas dan wewenangan yang telah diamanatkan dalam UU 

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi : melakukan 

sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima 

pengaduan masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap 

penyelengaraan perlindungan anak dan memberikan laporan, saran, 

masukan, dan pertimbangan kepada instansi Pemerintahan dalam rangka 

perlindungan anak. 

Table II 

Motivasi dan Tujuan Untuk Bekerja di PKPA Daerah Kota Medan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Memperoleh suatu 

jabatan tertentu dalam 

pemerintahan. 

b. Mencari pengalaman 

kerja. 

c. Sesuai dengan tuntutan 

profesi serta 

memperjuangkan hak 

anak agar dapat 

dipenuhi hak-hak 

dasarnya. 

0 

 

 

2 

 

 

13 

 

0 

 

 

13,33 

 

 

86,67 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Jumlah 15 100 

Sumber : Jawaban Responden 



 

 

Table II menunjukan bahwa motivasi dan tujuan responden bekerja 

dan mengabdikan dirinya di PKPA Daerah Kota Medan yaitu karena sesuai 

dengan tuntutan profesi serta memperjuangkan hak anak agar dapat 

dipenuhi hak-hak dasarnya, hal ini dapat dilihat berdasarkan jawaban 

responden yang sebanyak 13 orang dengan persentasi 100%. Setiap 

komisioner yang bekerja di PKPA Daerah Kota Medan telah memiliki tugas 

yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam UU 

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Table III 

Peengertian Perlindungan Anak 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh dan 

berkembang secatra 

optimal.  

 

b. Memberikan kebutuhan  

yang sesuai dengan 

keinginan anak. 

 

c. Memanjakan anak 

penuh dengan kasih 

saying. 

 

15 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

15 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 



 

 

Table III menunjukan bahwa sebanyak 15 orang responden dengan 

presentase 100% mengartikan bahwa perlindungan anak adalah menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Cakupan hak-hak dasar anak antara lain : hak sipil anak 

yang terdiri dari hak hidup, hak identitas melalui akte kelahiran, dan hak 

memperoleh kewarganegaraan. Hak kesehatan anak, yaitu hak memperoleh 

gizi baik, mendapat imunisasi, dan mendapat perawatan apabila sakit. Hak 

pendidikan anak, yaitu mendapat pendidikan dasar, dan pembinaan 

kehidupan agama dan sosial.  

   Tabel IV 

Jenis Kasus Yang Ditangani Oleh PKPA Kota Medan 

Alternatif Jawaban Ferkuensi 

 (f) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

 (N) 

a. Hak kuasa asuh, 

pelecehan seksual 

terhadap anak. 

b. Anak berkonflik dengan 

hukum, anak terlantar, 

dan malpraktek. 

c. Anak korban eksploitasi 

ekonomi, hak identitas 

anak, hak pendidikan, hak 

kesehatan/kesejahteraan 

anak. 

 

7 

 

5 

 

3 

 

46,67 

 

33,33 

 

20 

 

 

 

15 

Jumlah  15 100 



 

 

     Sumber : Jawaban Responden  

Tabel IV menunjukkan sebanyak 7 orang responden dengan 

persentase 46,67% menyatakan bahwa PKPA Daerah Kota Medan sering 

menangani kasus hak kuasa asuh, pelecehan seksual terhadap anak dan 

kekersaan terhadap anak, sedangkan sebanyak 5 orang responden dengan 

persentase 33,33% menyatakan kasus laianya yang sering ditangani 

responden yaitu kasus trafficking, anak berkonflik dengan hukum, anak 

terlantar dan juga malpraktik. Selain itu PKPA Daerah Kota Medan juga 

pernah menangani kasus anak korban eksploritasi ekonomi, hak identitas 

anak, hak pendidikan anak, dan kesejahteraan anak, hal ini di tandai dengan 

adanya jawaban 3 orang responden dengan persentase 20%. Jadi dapat 

disimpulkan bentuk kekerasan yang dialami anak cukup bervariasi. 

Tabel V   

    Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Kepada MasyarakatrMerupakan Upaya 

Mencegah Terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Anak 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ya.  

 

b. Tidak . 

 

c. Tidak tahu. 

 

 

13 

 

0 

 

2 

 

86,67 

 

0 

 

13,33 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 



 

 

Table V menunjukan sebanyak 13 orang responden dengan presntase 

86,67% menyatakan bahwa sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 kepada 

masyrakat dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, 

sedangkan 2 orang responden dengan presentase 13.33% menyatakan tidak 

tahu. Hal ini berarti dengan semakin maraknya sosialisasi, dalam kampanye 

dan ceramah tentang masalah perlindungan anak akan semakin membuat 

masyarakat peduli dan peka terhadap masalah anak. 

Tabel VI  

UU No. 23 Tahun 2002 Dapat Menjamin Dihapuskannya Tindak 

Kekerasan  Terhadap Anak 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ya.  

 

b. Tidak . 

 

c. Tidak tahu. 

 

 

13 

 

0 

 

2 

 

86,67 

 

0 

 

13,33 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel VI menunjukan sebanyak 13 orang responden dengan 

presentase 86,67%  menyatakan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 bahwa 

masyarakat dapat menjamin telah dihapuskanya tindak kekerasan terhadap 

anak, sedangkan 2 orang responden dengan presentase 13,33 %  menyatakan 

tidak tahu. Hal ini berarti dengan menjaminya dihapuskan tindak kekerasan 



 

 

tentang masalah perlindungan anak akan semakin membuat masyarakat 

tidak peduli dan peka terhadap maslah anak tersebut.  

                                          Tabel VII 

Peran Bagi PKPA Daerah Kota Medan dalam Memberikan Bantuan      

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban tindak Kekerasan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ya, mempunyai peran  

 

b. Tidak mempunyai 

peran. 

 

c. Tidak tahu. 

 

 

12 

 

3 

 

0 

 

 

80 

 

20 

 

0 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel VII menunjukan sebanyak 12 orang responden dengan 

presentase 80% menyatakan bahwa PKPA telah memiliki peran dalam 

memberikan bantuan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

kekerasan, sedangkan 3 orang responden dengan presentase 20% 

menyatakan tidak mempunyai peran. Hal ini berarti mengenai tindak 

kekerasan yang dialami oleh anak, mengadakan sosialisasi dan advokasi 

tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, 

melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan perlindungan anak, 

mengumpulkan data informasi tentang masalah perlindungan anak serta 



 

 

memberikan bantuan hukum maupun pembelaan atau pendampingan 

terhadap anak korban tindak kekerasan dalam proses peradilan. 

 Tabel VIII 

Setiap Masukan, Saran, dan Pertimbangan Mengenai 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Disampaikan Kepada 

Instansi Pemerintah Selalu Ditanggapi Dengan Baik 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ya.  

 

b. Tidak . 

 

c. Kadang-kadang. 

 

 

8 

 

0 

 

7 

 

53,33 

 

0 

 

46.67 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel VIII menunjukkan sebanyak 8 orang responden dengan 

persentase 53,33%  menyatakan bahwa setiap masukan, saran, dan 

pertimbangan yang disampaikan oleh PKPA Daerah Kota Medan kepada 

berbagai pihak terutama Gubernur, DPRD, dan Instasnsi Pemerintah selalu 

ditanggapi dengan baik, sedangkan sebanyak 7 orang responden dengan 

persentase 46,67% menyatakan kadang-kadang. Hal ini berarti pihak 

Pemerintah cukup peduli akan masalah perlindungan anak yang terjadi di 

Sumatera. 

 



 

 

                          Tabel X 

Jumlah Kasus Dalam Sebulan Yang Ditangani Oleh PKPA 

 Kota Medan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Lebih dari lima kasus.  

 

b. Tiga s/d empat kasus  . 

 

c. Satu s/d dua kasus. 

 

 

15 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel X menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan 

persentase 100% menjawab bahwa banyaknya kasus yang diterima oleh 

PKPA daerah Kota Medan lebih dari lima kasus dengan jenis tindak 

kekerasan yang cukup bervariasi. Hal ini menandakan bahwa tingkat 

kekerasan terhadap anak di Medan cukup tinggi dan PKPA Daerah Kota 

Medan telah dipercaya oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah 

perlindungan anak. 

 

 

 

 



 

 

                                            Tabel IX 

Setiap Penagduan Kasusnya Harus Diselesaikan Secara Legitasi 

(di Pengadilan) 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ya.  

 

b. Tidak. 

 

c. Kadang-kadang 

 

 

0 

 

8 

 

7 

 

0 

 

53,33 

 

46,67 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel IX menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang responden dengan 

persentase 53,33% menytakan tidak semua pengaduan dari masyrakat yang 

kasusnya tindak kekerasan terhadap anak harus diselesaikan melalui proses 

non legitasi (konsultasi hukum) maka akan diselesaikan melalui proses 

tersebut. Sedangkan sebanyak 7 orang responden dengan persentase 46,67% 

menyatakan kadang-kadang. Hal ini berarti tergantung berat-ringannya 

kasus yang terjadi pada korban. Apabila kasusnya tidak dapat diselesaikan 

secara non legitasi mak PKPA Daerah Kota Medan akan membantu korban 

agar kasus tersebut dapat diselesaikan dipengadilan. 

 

 

 



 

 

                                            Tabel XI 

Usaha Kedepan Yang Dilakukan Oleh PKPA Daerah Kota Medan 

Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak 

Kekerasan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Lebih meningkatkan 

pelayanan.  

 

b. Mempermudah proses 

pengaduan. 

 

c. Merubah sistem lama 

menjadi lebih. 

 

 

15 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XI menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang responden dengan 

persentase 100% lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan bantuan 

hukum terhadap anak-anak korban tindak kekerasan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti : 

fungsi sosialisasi, riset dan kajian, monitoring dan evaluasi, serta penyedia 

data dan informasi. 

 

 

 

 



 

 

                                            Tabel XII 

Kewenanagan PKPA Daerah Kota Medan Dalam Menangani 

Kasus Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ikut andil dalam 

menangani dan 

memperjuangkannya.  

 

b. Menjadikan bahan 

kajian. 

 

c. Mengangkat 

permasalahan ke 

pengadilan.. 

 

 

15 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XII menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan hasil 

presentase 100% bahwa PKPA Daerah Kota Medan ikut andil dalam 

menangani dan memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi pada 

anak, bukan hanya sekedar sebagaian lembaga penyedia data dan informasi 

tentang masalah perlindungan anak dan penerima pengaduan dari 

masyarakat. 

 

 

 

 



 

 

 Tabel XIII 

Lama Laporan Pengaduan Masyarakat Atas Tindak Kekerasan Yang 

Terjadi Pada Medapat Respon Dari PKPA Daerah Kota Medan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Satu minggu.  

 

b. Dua minggu. 

 

c. Lebih dari dua minggu. 

 

 

15 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XIII menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang responden dengan 

persentase 100% menyatakan bahwa setiap kasus yang diterima, ditangani 

dan diproses dalam waktu satu minggu oleh PKPA Daerah Kota Medan. Hal 

ini menunjukkan bahwa PKPA Daerah Kota Medan cukup peduli dan 

tanggap akan setiap permasalahan yang terjadi pada anak dan lembaga ini 

selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel XIV 

Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh PKPA Daerah Kota Medan Kepada 

Anak Korban Tindak Kekerasan Tidak Dikenakan Biaya. 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ya.  

 

b. Tidak.  

 

c. Kadang-kadang. 

 

15 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XIV menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan 

presentase 100% mengatakan bahwa dalam memberikan bantuan hukum 

kepada masyarakat khususnya anak yang menjadi korban tindak kekerasan 

adalah secara cuma-Cuma, tidak dikenakan biaya apapun bagi korban. 

Dalam hal ini PKPA Daerah Kota Medan lebih memperjuangkan dan 

mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan mengedepankan 

apa yang menjadi seharusnya hak-hak dasar anak. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel XV 

   Persepsi Responden Terhadap Asumsi Masyarakat Mengenai PKPA 

Daerah Kota Medan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Sangat baik.  

 

b. Baik. 

 

c. Tidak baik 

 

 

15 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

  Tabel XV ini menunjukkan sebanyak 15 orang responden dengan 

presentase 100% menyatakan bahwa asumsi atau pandangan masyarakat 

mengenai PKPA Daerah Kota Medan adalah sangat baik. Hal ini terbukti 

dengan masih percayanya masyarakat dalam hal memohon bantuan hukum 

dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan sampai 

saat ini kepada PKPA Kota Medan. 

 

 

 

 

 



 

 

                                       Tabel XVI 

Sarana dan Perasarana Yang Diberikan Oleh Pemerintah 

Terhadap PKPA Daerah Kota Medan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a.  Sudah cukup memadai 

b.  Belum memadai 

c.  Harus lebih 

diperhatikan lagi 

0 

10 

 

5 

0 

66,67 

 

33,33 

 

 

15 

                 Jumlah          15         100 

Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XVI menunjukkan sebanyak 10 responden dengan persentase 

66,67% menyatakan sarana dan prasarana yang diberikan kepada PKPA 

daerah Kota Medan belum cukup memadai, dan sebanyak 5 orang 

responden dengan persentase 33,33% menyatakan harus lebih diperhatikan 

lagi terutama pada pihak pemerintah. Agar PKPA daerah Kota Medan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintah harus lebih memberikan fasilitas yang cukup demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan dana untuk hal tersebut dapat diambil 

dari angaran APBD. 

 



 

 

Tabel XVII 

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bantuan dan 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

a. Ada.  

 

b. Tidak ada. 

 

c. Banyak sekali 

9 

 

0 

 

6 

 

60 

 

0 

 

40 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

      Tabel XVII menunjukkan bahwa dalam memberikan bantuan 

hukum terhadap anak korban tindak kekerasan, PKPA Daerah Kota Medan 

ada mengalami kendala atau hambatan. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban 

responden sebanyak 9 orang dengan persentase 60 %, sedangkan yang 

menyatakan banyak sekali sebanyak 6 orang responden dengan persentase 

40 %. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PKPA Kota 

Medan antara lain : sumber dana atau keuanagan yang kurang untuk 

pembiayaan bantuan hukum perlindungan bagi anak, sarana dan prasarana 

yang belum cukup memadai, sebagian masyarakat yang kurang peduli dan 

adanya anggapan bahwa orangtua berhak penuh akan hidup ankanya dan 

orang lain tidak perlu ikut campur tangan akan masalah tersebut. 

                                      



 

 

Tabel XVIII 

   Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pernah di Intimidasi Oleh Seseorang 

Alternatif Jawaban Frekuensi 

 (f) 

Presentase 

 (%) 

Jumlah 

Responden 

(N) 

d. Tidak.  

 

e. Pernah. 

 

f. Sangat sering 

 

 

7 

 

8 

 

0 

 

46,67 

 

53,33 

 

0 

 

 

15 

 

 

 

Jumlah  15 100 

          Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XVIII menunjukkan sebanyak 7 orang responden dengan 

persentase 46,67% menyatakan tidak pernah di intimidasi selama 

menjalankan tugasnya, dan yang menjawab pernah di intimidasi oleh 

seseorang yang dikenal yaitu sebanyak 8 orang persentase 53,33%. Adapun 

intimidasi yang diterima antara lain berupa terror ancaman, dipersulitnya 

sistem birokerasi yang harus dilalui karena adanya keterlibatan pejabat 

pemerintah dalam tindak kekerasan yang terjadi pada anak. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel XIX 

Sikap Aparat Hukum Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan/Pelanggaran 

Yang Terjadi Pada Anak 

Alternatif Jawaban Ferkuensi 

 (f) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

 (N) 

d. Sudah tegas. 

e. Belum tegas. 

f. Tidak tegas. 

4 

11 

0 

26,67 

73,33 

0 

 

15 

Jumlah   15 100 

     Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XIX menunjukkan sebanyak 4 orang responden dengan 

persentase 26,67% menyatakan bahwa aparat hukum sudah bertindak tegas 

dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi pada anak, sedangkan 

sebanyak 11 orang responden dengan persentase 73,33% menyatakan belum 

tegas. Hal ini dapat dilihat dari ringannya sanksi hukuman yang dikenakan 

terhadap pelaku tindak kekerasan dan adanya asumsi sebagian masyarakat 

bahwa perlakuan kasar dank eras pada anak adalah sebagai maslah intern 

keluarga dan merupakan proses pendidikan bagi anak sehingga tidak perlu 

dicampuri oleh pihak lain. 

 

 

 



 

 

Tabel XX 

Sumber Dana PKPA Daerah Kota Medan 

Alternatif Jawaban Ferkuensi 

 (f) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

 (N) 

a. Masyarakat, 

Pemerintah dan LSM. 

b. Pemerintah. 

c. LSM. 

7 

 

8 

0 

46,67 

 

53,33 

0 

 

 

15 

Jumlah   15 100 

     Sumber : Jawaban Responden 

Tabel XX menunjukkan sebanyak 7 orang responden dengan 

persentase 46,67% menyatakan bahwa sumber dana untuk PKPA Daerah 

Kota Medan bersal dari masyarkat, pemerintah dan LSM, sedangkan 

sebanyak 8 orang responden dengan persentase 53,33% menytakan bahwa 

sumber dana bersal dari pemerintah yang diambil drai APBD. Hal ini dapat 

dilihat dari dana operasional dan fasilitas kerja yang disediakan untuk 

lembaga tersebut. Namun, PKPA Daerah Kota Medan tidak menutup 

kemungkinan menjalin kerja sama dengan dunia usaha, lembaga 

mitra/donor dan masyarakat yang peduli terhadap maslah perlindungan anak 

demi kemajuan dan eksistensi PKPA Daerah Kota Medan. 

 

 



 

 

B. Pembahasan 

             Pembahasan  penelitian yang dilakukan penulis pada Bab IV secara 

menyeluruh mengenai hasil penelitian yang dilakukan di PKPA Daerah Kota 

Medan terhadap 15 orang responden dengan jumlah pertanyaan angket 

penelitian sebanyak 20 pertanyaan dengan 3 (tiga) option jawaban, yaitu A,B, 

C. Angket penelitian yang disebarkan pada responden lebih menitikberatkan 

pada seputar kegiatan-kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh responden 

dalam memberikan batuan perlindungan hukum bagi anak korban tindak 

kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002 Di PKPA Daerah Kota Medan. 

Adapun hasil analisis secara keseluruhan dari angket penelitian yang 

disebarkan kepada 15 responden. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam penanganan kasus tindak 

kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Medan telah didirikan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus melayani masalah-

masalah kasusu tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan yang 

bernaungan dibawah pemerintah kota medan. Kasus-kasus yang ditangani 

seperti kasus-kasus pemerkosaan, perzinahan, penganiayaan dan pencabulan 

perbuatan tidak menyenangkan. 

Dengan kerja samanya JPPA dengan PKPA di Kota Medan sebagai 

pusat layanan bagi korban kekersan terhadap perempuan menunjukkan bahwa 

tingkat kepedulian dari pemerintah kota medan untuk memperjuangkan hak-

hak perempuan semakin meningkat. Sebagai LSM yang notaben masih 

memerlukan perbaikan-perbaikan disegala bidang baik dari segi fisik maupun 



 

 

non fisik. Telah di lihat dari hasil penelitian yang di peroleh di kantor PKPA 

bahwa dari segi fisik bangunan serta sarana prasarananya yang dimiliki belum 

memenuhi standar sebagai LSM yang berfungsi untuk membantu korban 

kekerasan karena sarana seperti rumah belum tersedia secara khusus, akan 

tetapi di PKPA melimpahkan kasus tersebu kepada kepolisian untuk ditindak 

lanjuti dan diperoses hingga sampai penyidikan berakhir. 

Ini membuktikan bahwa Pusat Kajian Perlindungan Anak mampu 

bekerja sama dengan kepolisian serta dapat mensosialisasikan kepada 

masyarakat tentang akibat tindak kekerasan terhadap perempuan melalui 

seminar yang diadakan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) 

bekerjasama dengan lembaga edukatif mulai dari tingkat SLTP samapi 

Perguruan Tinggi. Wujud nyata dari pihak JPPA dan PKPA dalam 

bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat maupun masyarakat luas telah 

terlaksana secara maksimal. 

Kerjasama yang dilakukan pihak lain adalah dalam rangka 

pengendalian sosial khususnya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan 

terhadap perempun. Proses penanganan kasus sejak pertama samapi dengan 

dijatuhkannya hukuman belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat 

yang diderita korban tindak kekerasan. Hal ini dapat diamatidari hasil data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang ditangani oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan. 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa peran PKPA Daerah Kota 

Medan dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak 

korban tindak kekerasan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

hal antara lain : menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi 

pelayanan dan pendampingan pelanggaran hak anak, melakukan kajian 

dan analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 

anak dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak, membangun dan 

membina kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan 

anak, melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi 

penyelenggaraan perlindungan anak, melakukan pengawasan terhadap 

instansi dan lembaga penyelenggaraan perlindungan anak serta 

mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan perlindungan anak. 

2. Dari pengaduan masyarakat yang diterima oleh PKPA Daerah Kota 

Medan bahwa jenis tindak kekerasan yang terjadi pada anak cukup 

bervariasi. Bentuk kekerasan tersebut antara lain : kekerasan secara fisik, 

kekerasan psikis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial.  

3. Terbentuknya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

bukanlah merupakan suatu jaminan bahwa tindak kekersan terhadap anak 

dapat dihapuskan. Untuk itu perlu upaya yang lebih nyata dan tegas dalam 
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penanganan masalah perlindungan anak. PKPA Daearh Kota Medan juga 

menjalin kerjasama dengan LSM lain yang juga menangani masalah anak 

seperti Pusaka Indonesia, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 

Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia. 

4. Dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban 

tindak kekearsan, PKPA Daerah Kota Medan juga mengalami beberapa 

kendala antara lain :  prosedur birokerasi yang cukup rumit untuk dilalui 

karena adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan 

yang terjadi pada korban, kurangnya kepedulian masyarakat akan masalah 

perlindungan anak dengan adanya persepsi masyarakat bahwa masalah 

anak adalah masalah intern keluarga yang tidak perlu dicampuri, sarana 

dan prasarana yang belum cukup memadai, sumber dana yang kurang 

untuk pembiyaan pemberian bantuan hukum bagi anak korban tindak 

kekerasan. 

B.  Saran  

1. Masalah dalam perlindungan anak bukan semata-mata hanya menjadi tugas 

dan tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab kita 

bersama, keluarga dan segenap lapisan masyarakat. Partisipasi dan 

kepedulian masyarkat terhadap masalah yang terjadi pada anak dapat 

mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kota 

Medan. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah bagian dari 

generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang keberadaanya adalah 

merupakan potensi bagi eksistensi suatu bangsa. 



 

 

2. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap 

masalah perlindungan anak yang dapat dilakukan dalam berbagai hal 

seperti : sosialisasi undang-undang yang terhubungan dengan masalah anak 

kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi 

penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya : rumah singgah bagi anak 

jalanan, sanggar kreaktivitas anak, layanan pendidikan dan kesehatan yang 

greatis bagi anak terlantar dan kurang mampu. Selain itu pemerintah 

hendaknya dapat memberikan sanksi yang tegas dan nyata bagi setiap 

pelaku tindak kekerasan yang terjadi pada anak tnapa adanya diskriminasi 

dalam hukum. 

3. Agar PKPA Dearah Kota Medan lebih giat lagi dalam menjalnkan tugas 

danfungsinya sebagai lembaga yang telah menangani permasalahan anak 

yang terjadi di Medan tersebut. 
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